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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dalam Implementasi Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan Pelayanan 

Publik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Mataram peneliti manarik 

kesimpulan dengan berlandaskan teori Van Meter & Van Horn menemukan ke 

enam variabel yang ada sudah terlaksa dengan baik terlihat dari variable yang 

pertama yaitu standar dan sasaran kebijakakan yang sudah tercapai karena 

pelaksana mengerti tujuan dari kebijakan dan dilaksanakan sesuai SOP yang ada 

variable yang ke dua yaitu sumber daya dimana petugas pelayanan sudah mampu 

memahami tugas didalam setiap bidang-bidangnya sehingga kegiatan administrasi 

dapat berjalan dengan optimal,yang ke tiga komunikasi diantara petugas dengan 

masyarakat sudah terjalin dengan baik karena petugas siap membantu setiap 

masyarakat yang kesulitan dalam memahami informasi, dalam undang-undang 

No. 25 Tahun 2009 menjadi tolak ukur yang di pergunakan sebagai penyelenggara 

kebijakan sehingga menjadi acuan mengenai pelayanan yang di berikan oleh 

pelaksan sudah terlaksana dengan baik.  Ke empat karakteristik agen pelaksana 

yang responsive dengan membuat pertemuan evaluasi oleh bidang perizinan yang 

dapat dihadiri oleh pembuat izin usaha, Terlaksananya pelayanan yang baik tidak 

terlepas dari konsep pelayanan prima yang dimana terciptanya suatu proses 

komunikasi pada konsep tindakan yang diberikan oleh DPMPTSP kepada 

masyarakat yang membuat izin usaha. Ke lima kondisi sosial ekonomi dan politik 

yang berhasil terlaksana karena pemberian pelayanan yang informatif sehingga 



 

43 
 

implementasi terlaksana dengan kondusif, . Hal ini menjadi salah satu tolak ukur 

atau perbandingan dari teori Van Meter dan Van Horn dengan pelayanan prima 

bahwa kondisi sosial ekonomi maupun perhatian dari pendekatan ini sama, 

dengan adanya sikap perhatian yang baik yang di berikan oleh pihak pelaksana 

atau DPMPTSP Kota Mataram. Ke enam sikap atau disposisi para pelaksana 

dalam pelayanan bersikap ramah, sopan dan komunikatif terlihat dari kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Tidak terlepas dari teori 

pelayanan prima yang dimana Sikap (Attitude) para pembuat kebijakan, karena 

suatu usha akan sangat tergantung pada orang-orang yang terlibat didalam sebuah 

perusahaan tersebut.  

Keberhasilan ke 6 variabel tersebut tidak terlepas dari kreatifitas petugas 

dalam menangani hambatan yang dialami oleh masyarakat ketika membuat surat 

izin usaha. 
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5.2. Saran  

keberhasilan Implementasi Pelayanan Prima Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Publik di Bidang Usaha Perdagangan tidak terlepas dari kendala-

kendala yang ada seperti masih kurangnya pemahaman staff pelayanan 

terhadap sistem OSS yang baru diterapkan dan kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam membuat izin usaha, dengan adanya dua kendala tersebut 

tidak mengurangi pelayanan prima yang diberikan oleh petugas, dalam 

kendala tersebut peneliti memberi saran seperti: 

1. Bagi pegawai DPMPTSP Kota Mataram, Perlu diadakannya 

pelatihan yang intens untuk meningkatkan kualitas SDM dimana 

pelatihan yang berkaitan dengan sistem OSS tersebut dapat dengan 

mudah memahami tentang bagaimana alur yang diterapkan 

menggunakan OSS fersi 1.1 tersebut sehingga tidak ada lagi 

pegawai yang tidak paham mengenai sistem Online tersebut. 

2. Penggunaan sistem baru OSS itu perlu dilaksanakan sosialisasi 

yang lebih intens kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga 

paham sosialisasi tentang persoalan izin usaha dengan 

menggunakan metode OSS perlu dilakukan secara online. 

3. Bagi masyarakat, sosialisasi serta pemahaman dalam membuat izin 

usaha perlu di tingkatkan lagi, sehingga masyarakat luas dapat 

mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

mengurus izin usaha bagi para pelaku usaha perdagangan itu 

sendiri, sosialisasi juga dapat meningkatkan pemahaman 
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masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota 

Mataram sehingga dapat dengan mudah mengurus izin usaha dan 

mengerti alur persyaratan serta prosedur pelayanan dalam 

mengurus izin usaha perdagangan pada DPMPTSP Kota Mataram. 
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Foto Pada Saat Pelayanan Izinan Usaha Pada DPMPTSP Kota Mataram 
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